l. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dan perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan
untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi, dengan cara menyalahgunakan
wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya dan berdampak

pada kerugian keuangan negara.

Menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) disebutkan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka

diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.



Secara ideal setiap pelaku tindak pidana korupsi harus dipidana secara maksimal
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu
setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan
menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka
mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan

kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja
terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa
dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis
juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi
masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat

digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar



biasa (extra ordinary crime), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang

komprehensif.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah
meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi korupsi.
Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara
lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil,
tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada
beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas
tidak berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus
(fairness), asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum
secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan
dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan
kekerasan dalam proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan

dan penyelenggaan penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu

! Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur
Tindak Pidana Korupsi, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, him. 3.



kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang saling

berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada
umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para
Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus
operandi korupsi sebagai berikut:

1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai
dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan
negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang
lain.

2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan
ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melaan hukum
yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang
bersangkutan.

3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai
adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum
pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam
pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4) Manipulasi; antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang
melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/
kantor, pengeluaran anggaran fiktif.

5) Pungutan Liar; bentuk korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan
adanya para pelakunya yang malakukan pungutan liar di luar ketentuan
peraturan. Umumnya pungutan liar ini  dilakukan terhadap
seseorang/koorporasi jika ada kepentingan atau berurusan dengan instansi
pemerintah.

6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman
atau kelompok politiknya pada jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah
tanpa memandang keahlian dan kemampuan.®

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan
secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1960 yang
mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan

pemeriksaan tindak pidana.

2 Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2001, him. 22.
* Eddy Mulyadi Soepardi, op cit, him. 4.



Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, sesuai dengan
ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib menjunjung hukum, namun
demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja
tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan
bahwa warga negara tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut
telah ditentukan berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum.

Salah satu perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kota Bandar
Lampung adalah korupsi dana tilang yang dilakukan oleh Rika Aprilia (34)
Mantan Bendahara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung diduga melakukan korupsi
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tahun 2012-2013 senilai
Rp 1.418.479.500. Rika bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, dan
mempertanggungjawabkan uang PNBP di kantor dan satuan kerja kementerian
negara. la diangkat sebagai bendahara khusus penerimaan berdasar Surat
Keputusan Kepala Kejari Bandarlampung Nomor: KEP-03/N.8.10/Cu.1/01/2012
tertanggal 2 Januari 2012 dan Nomor: KEP-05/N.8.10/Cu.1/02/2013 pada 14
Februari 2013. Sebagai bendahara, seharusnya terdakwa menyetorkan seluruh
PNBP ke kas negara dalam waktu 1 x 24 jam. Ini sesuai UU Nomor 20/1997
tentang PNBP, namun, terdakwa tidak menyetorkan uang itu ke kas negara. la
menggunakan uang yang telah disetorkan dari Kasipidum maupun Kasipidsus
Kejari Bandar Lampung sebagai PNBP untuk kepentingan pribadi. Untuk
memuluskan aksinya, terdakwa memalsukan bukti surat tanda setoran (STS) serta

surat setor bukan pajak (SSPB) dengan tanda tangan pihak bank sebagai PNPB.



Dengan begitu, ia seolah-olah sudah menyetorkan dana tersebut. Akibat perbuatan

terdakwa, negara dirugikan sebesar Rp 1.418.479.500. *

Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan pasal berlapis. Pada dakwaan
primer yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian dakwaan subsider melanggar
Pasal 3 ayat 1 juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dakwaan primair perbuatan
terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo-Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dakwaan subsider, terdakwa diancam Pasal 3 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang
menenjatuhkan vonis terhadap terdakwa Rika Aprilia selama lima tahun penjara

dan pidana uang pengganti sebesar Rp 1.418.479.500.°

*http://lampung.tribunnews.com/2014/08/26/breaking-news-rika-aprilia-divonis-lima-tahun-
penjara. Diakses. 6 September 2014
5 -

Ibid.



Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang melalui Putusan Nomor: 32/Pid. TPK/2014/PN.TJK, menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa Rika Aprilia dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara
dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 bulan
kurungan. Selain itu hakim juga menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp.
1.418.479.500 (satu miliar empat ratus delapan belas juta empat ratus tujuh puluh
Sembilan ribu lima ratus rupiah). Pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap
Terdakwa tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana atas tindak

pidana korupsi yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam
rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban pidana terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dana tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam
Putusan Nomor: 32/Pid. TPK/2014/PN.TJK” (Studi Kasus Kejaksaan Negeri

Bandar Lampung)

B. Permasalaham dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
korupsi dana tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Putusan Nomor:
32/Pid. TPK/2014/PN.TJK?

b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana korupsi dana tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak

dalam Putusan Nomor: 32/Pid. TPK/2014/PN.TJK?



2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana,
khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku
tindak pidana korupsi dana tilang. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak
pidana korupsi dana tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Putusan
Nomor: 32/Pid. TPK/2014/PN.TJK

b. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tilang Penerimaan Negara Bukan

Pajak dalam Putusan Nomor: 32/Pid. TPK/2014/PN.TJK

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam
pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tilang

Penerimaan Negara Bukan Pajak.



b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat
penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
korupsi. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai
pihak-pihak  lain  yang akan melakukan penelitian  mengenai

pertanggungjawaban pidana di masa-masa yang akan dating.
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum®. Berdasarkan definisi tersebut

maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan
harus mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu
kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1) Kesengajaan (opzet)

Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak
ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si
pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi
ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

® Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. him.72
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c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu
kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya
dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
2) Kelalaian (culpa)
Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun
juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena
itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga
diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu
delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan
akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-
hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami
yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu
maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat
dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.’

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:
a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan
dari si pembuat.
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku
yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap
kurang hati-hati atau lalai

c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf dapat yang
menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat

Pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuataannya, dengan
dasar kemampuan bertanggung jawab, ada perbuatan melawan hukum dan

tidak ada alasan pemaaf atau pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya.

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana
Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian

proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan

” Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina
Aksara, 1993, him. 46.
® Ibid, him. 51.
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demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian,
yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain,
misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain
atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal

184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan
kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui
putusanputusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-
undangan yang siciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin
keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan
tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas
yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak,

sebagai salah satu unsur Negara hukum.®

Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan
dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini
dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan
putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu
tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya
menetukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah

terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga

® Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar
Grafika.2010, him.101.
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ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi denganintegritas moral yang

baik.°

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim
dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:
a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan
tugas dan fungsi yudisialnya."*
Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan
mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak
tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim
dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan
harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara
yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan

pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan

masyarakat™?

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat
dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara,
yaitu sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan
Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan
terdakwa.

19 1bid. him.102.
1 1bid, him.103.
12 1bid, him.104.
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b. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan
dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana,
hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam
perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam
penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada
pengetahuan dari hakim

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya
dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka
menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini
merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara,
hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi
harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan
keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus
diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui
bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara
pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara
yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar
hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus
didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan
memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f.  Teori kebijaksanaan
Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori
ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak.
Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang
tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan
melindungi anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi
keluarga, masyarakat dan bagi bangsnya.*®

3 Ahmad Rifai, op cit. him.105-106.
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2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis

pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian
yang berhubungan dengan yaitu sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme
untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung
jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat
dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. **

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu
bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan
pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan
sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku®

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan
melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib
hukum dan terjaminnya kepentingan umum®®

d. Tindak pidana korupsi adalah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang

¥ Moeljatno, op cit, him. 49.

' Ibid, him. 53.

16 satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta:
Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, him. 25.
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secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Tilang menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012

tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan kependekan dari

istilah Bukti Pelanggaran, yaitu alat bukti pelanggaran tertentu di bidang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan dengan format tertentu yang ditetapkan disebutkan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurut Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak,
adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari

penerimaan perpajakan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

PENDAHULUAN
Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt508f5bc65f442/node/790/pp-no-80-tahun-2012-tata-cara-pemeriksaan-kendaraan-bermotor-di-jalan-dan-penindakan-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
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TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan
dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian Pertanggungjawaban Pidana,
Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana, Pengertian dan

Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.

METODE PENELITIAN
Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian,  terdiri  dari  deskripsi dan  analisis  mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana
tilang Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Putusan Nomor:
32/Pid. TPK/2014/PN.TJK ~ dan dasar pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana tilang
Penerimaan  Negara Bukan Pajak dalam  Putusan  Nomor:

32/Pid. TPK/2014/PN.TJK

PENUTUP
Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



